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BAB I  

RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN (RAP) 

 

A. Latar belakang 

Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Organisasi pada Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional merupakan perpanjangan dari Biro Organisasi dan 

Kepegawaian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

di daerah yang berada pada struktur Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Provinsi, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020, 

bahwa tugas Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Organisasi adalah melakukan 

penyiapan, pengoordinasian dan fasilitasi urusan advokasi hukum dan peraturan 

perundang-undangan, penyiapan bahan urusan penataan organisasi, 

ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian serta 

pengordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah 

dan Kantor Pertanahan. 

Salah satu Area perubahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah 

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yaitu kemampuan unit yang mengelola 

sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara dalam hal ini merupakan tugas dari 

Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Organisasi untuk mewujudkan SDM 

aparatur yang berintegritas, kompeten dan kompetitif.  

Penerapan sistem merit dalam Manajemen ASN telah diwajibkan melalui 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Dengan menerapkan sistem merit, dipastikan bahwa jabatan di dalam birokrasi 

pemerintah akan diisi oleh pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan 

kompetensi yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mencapai pembangunan 

yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia Aparatur agar tercipta 

ASN yang profesional, berkinerja tinggi, berintegritas, dan menjunjung tinggi 

netralitas. 

Keterkaitan antara penilaian kinerja sistem merit dan penilaian kinerja 

360 derajat dapat terjadi dalam konteks yang lebih luas dari manajemen kinerja. 

Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, mereka dapat saling 
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melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang 

kinerja seorang individu. Penilaian kinerja 360 derajat melibatkan berbagai pihak 

yang memberikan umpan balik tentang kinerja seseorang, termasuk atasan, rekan 

kerja sebaya, bawahan, dan mungkin juga klien atau pelanggan. Dengan 

melibatkan sudut pandang yang beragam, penilaian kinerja 360 derajat dapat 

memberikan informasi yang lebih holistik tentang kekuatan dan area 

pengembangan individu. Di sisi lain, sistem merit adalah pendekatan dalam 

manajemen kinerja di mana penghargaan dan kenaikan gaji didasarkan pada 

kualitas kinerja individu. Dalam sistem merit, kriteria seperti pencapaian tujuan, 

kompetensi, dan kontribusi terhadap tim atau organisasi digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja seseorang. Individu yang memperoleh penilaian kinerja yang 

baik dalam sistem merit biasanya mendapatkan penghargaan atau kenaikan gaji 

yang lebih besar daripada mereka yang memiliki kinerja yang kurang baik. 

Keterkaitan antara kedua konsep ini dapat terjadi ketika hasil dari penilaian 

kinerja 360 derajat digunakan sebagai masukan dalam sistem merit. Hasil dari 

penilaian kinerja 360 derajat dapat memberikan wawasan tambahan tentang 

kinerja individu yang mungkin tidak terlihat hanya melalui perspektif atasan 

langsung. Hasil ini kemudian dapat dipertimbangkan dalam pengambilan 

keputusan tentang penghargaan atau kenaikan gaji dalam sistem merit. Dengan 

memadukan penilaian kinerja 360 derajat dengan sistem merit, organisasi dapat 

memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan obyektif tentang kinerja 

individu. Ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat 

tentang penghargaan, pengembangan karir, dan pengelolaan sumber daya 

manusia secara keseluruhan. 

Saat ini, proses penilaian kinerja sudah menggunakan model sistem merit 

atau pola penilaian 360o. Sebagai Acuan, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Metode 

penilaian 360 Derajat adalah penilaian pegawai tidak saja diambil dari penilaian 

atasan langsung ataupun atasan kedua di atasnya, akan tetapi juga dimintakan 

dari rekan sekerja yang satu level maupun dari bawahan langsung yang 

bersangkutan. Berbeda dengan penilaian konvensional, metode penilaian 360 

derajat mengusung mekanisme dimana kinerja seorang pegawai dinilai 

berdasarkan umpan balik dari setiap orang yang memiliki hubungan kerja dengan 

atasan, rekan kerja, mitra, anak buah, masyarakat. Pendek kata, metode ini 

mencoba mengumpulkan masukan dari berbagai narasumber di lingkungan kerja 
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pegawai. Namun, dalam penerapannya di lingkungan satuan kerja tersebut, 

terdapat beberapa isu yang telah diidentifikasi, yang berkaitan dengan proses 

penilaian kinerja sebagai berikut:Kurangnya pemahaman pola penilaian kinerja 

menggunakan sistem merit atau 360o oleh ASN di satuan kerja. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemahaman ASN 

mengenai konsep dan tujuan dari penilaian kinerja yang menggunakan sistem 

merit atau 360o. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka 

terkait dengan pola penilaian ini agar proses penilaian dapat dilakukan dengan 

lebih baik. 

Kurangnya rasa kepercayaan dan kejujuran terhadap pola penilaian 

kinerja menggunakan sistem merit atau 360o oleh ASN di satuan kerja. 

Kepercayaan dan kejujuran merupakan faktor penting dalam penilaian kinerja 

yang objektif dan adil. Jika terdapat ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap 

pola penilaian ini, maka akan sulit untuk mencapai hasil yang akurat dan adil. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk membangun rasa kepercayaan dan 

memastikan kejujuran dalam proses penilaian kinerja. 

Kurangnya keterampilan dan pelatihan dalam memberikan umpan balik 

serta ketidakjelasan prosedur banding terhadap pola penilaian kinerja 

menggunakan sistem merit atau 360o oleh ASN di satuan kerja. Proses penilaian 

kinerja tidak hanya sebatas memberikan penilaian, tetapi juga memerlukan 

keterampilan dalam memberikan umpan balik yang konstruktif. Selain itu, ASN 

juga perlu mengetahui prosedur banding yang jelas jika terdapat ketidakpuasan 

terhadap hasil penilaian. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan penyediaan 

informasi yang memadai untuk meningkatkan keterampilan ASN dalam 

memberikan umpan balik dan memahami prosedur banding. 

Dengan mengatasi keresahan dan kekurangan yang ada dalam proses 

penilaian kinerja ini, diharapkan pelayanan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dapat meningkat dan pengembangan 

sumber daya manusia serta pola karir bagi ASN dapat berjalan lebih baik. 

Sebagai Langkah awal dalam Menyusun aksi perubahan tentu saja saya 

selaku ASN harus merasakan dan menemukan keresahan maupun kekurangan 

yang ada di organisasi satuan kerja terkait tugas pokok dan fungsi jabatan saya 

sebagai kepala sub bagian Hukum, Kepegawaian dan Organisiasi di Kantor 
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Wilayah, salah satunya yang berkaitan dengan Administrasi sistem Penilaian 

Kinerja untuk para ASN beberapa hal yang harus dibenahi dalam pelayanan di 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan adalah 

dalam proses penilaian kinerja yang masih tergolong lamban sehingga hal ini 

berdampak terhadap pengembangan Sumber daya manusia dan juga pola karir 

untuk ASN itu sendiri seperti mutasi dan promosi, terlebih sekarang proses 

penilaian kinerja sudah menggunakan model sistem merit atau pola penilaian 

360o . Dalam menyelesaikan isu tersebut, maka dilaksanakan sebuah Aksi 

Perubahan yang mencakup perubahan kebijakan, implementasi sistem baru, 

pelatihan, pengembangan pribadi, integrasi teknologi, dan partisipasi pemangku 

kepentingan. Semua aspek ini dirancang untuk meningkatkan penilaian kinerja 

ASN dengan memastikan adanya evaluasi yang lebih adil, obyektif, dan 

komprehensif serta mengarah pada pengembangan kompetensi individu. 

B. Tujuan Aksi Perubahan 

a. Tujuan Jangka Pendek (output) selama pelaksanaan kegiatan off class 

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) kurun waktu 2 (dua) bulan: 

Tujuan jangka pendek dari aksi perubahan yang akan dilakukan yakni 

adalah : 

a). Tersedianya data penyebab kekurangan dan hambatan pelaksanaan 

dalam Penilaian Kinerja ASN; 

b). Diketahui area dan Tindakan yang perlu diambil  atas hambatan 

dan kekurangan dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja ASN; 

c). Tersampaikan informasi mengenai pola penilaian kinerja ASN; 

d). Tersedianya kerangka acuan, berupa metode pelaksanaan dalam 

Penialian Kinerja ASN; 

e). Terciptanya pola penilaian kinerja ASN yang baru sesuai metode yang 

telah ditentukan dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja ASN; 

f). Tingkat partisipasi ASN: Persentase ASN yang terlibat dalam proses 

penilaian kinerja secara langsung dan terbuka; 

g). Terjaminnya kualitas output dalam setiap tahapan dengan 

menlaksakan monitoring atau kendali mutu pelaksaan Penilaian 

Kinerja Pegawai. 
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b. Tujuan Jangka Menengah (Outcome) untuk kurun waktu sampai dengan 

akhir tahun 2024: 

Tujuan jangka menengah dari aksi perubahan yang akan dilakukan 

yakni adalah : 

a). Mengukur kompetensi ASN dalam berbagai aspek pekerjaan dan 

kolaborasi tim. 

b). Meningkatkan kepuasan dan motivasi ASN dengan memberikan 

umpan balik yang komprehensif. 

c). Meningkatkan produktivitas dan efisiensi ASN secara keseluruhan. 

d). Memotivasi ASN untuk mengembangkan kompetensi dan 

keterampilan yang relevan. 

e). Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh ASN. 

f). Membangun budaya kerja yang inklusif dan berorientasi pada 

prestasi. 

g). Mengidentifikasi ASN yang berpotensi untuk promosi dan 

pengembangan karir. 

h).  Mempunyai data base Penilaian Kinerja sebagai dasar Pola Karir 

pegawai. 

c. Tujuan Jangka Panjang (Impact) untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun: 

Tujuan jangka panjang dari aksi perubahan yang akan dilakukan yakni 

adalah : 

a) Menciptakan sistem penilaian kinerja ASN yang efektif dan 

berkelanjutan. 

b) Memperkuat integritas dan etika kerja ASN. 

c) Meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga pemerintah. 

d) Mendorong inovasi dan pembaruan di dalam administrasi publik. 

e) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan manajemen di lingkungan 

pemerintah. 

 

 



6 
 

         C.    Ruang Lingkup 

  Ruang lingkup aksi perubahan mencakup perubahan kebijakan, 

implementasi sistem baru, pelatihan, pengembangan pribadi, integrasi 

teknologi, dan partisipasi pemangku kepentingan. Semua aspek ini dirancang 

untuk meningkatkan penilaian kinerja ASN denganmemastikan adanya 

evaluasi yang lebih adil, obyektif, dan komprehensif serta mengarah pada 

pengembangan kompetensi individu. Berikut adalah gambaran dari ruang 

lingkup aksi perubahan ini antara lain : 

a. Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja: Aksi perubahan ini 

melibatkan evaluasi dan pembaruan kebijakan dan prosedur penilaian 

kinerja ASN. Kebijakan dan prosedur yang ada akan direvisi atau 

dikembangkan dengan mempertimbangkan prinsip merit dan inklusi 

pola 360 derajat. 

b. Sistem Penilaian Kinerja: Ruang lingkup aksi perubahan mencakup 

pengembangan dan implementasi sistem penilaian kinerja berbasis 

merit dan pola 360 derajat. Sistem ini mencakup instrumen penilaian 

yang komprehensif, proses pengumpulan data, analisis hasil penilaian, 

dan penyusunan laporan evaluasi. 

c. Pelatihan dan Pendidikan: Aksi perubahan ini melibatkan pelatihan 

dan pendidikan untuk manajer, evaluator, dan ASN terkait konsep, 

metode, dan praktik penilaian kinerja berbasis merit dan pola 360 

derajat. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman, 

keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan. 

d. Pengembangan Rencana Pengembangan Pribadi: Ruang lingkup aksi 

perubahan mencakup pengembangan rencana pengembangan pribadi 

untuk setiap ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja. Rencana ini 

mencakup langkah-langkah dan sumber daya yang diperlukan untuk 

meningkatkan kompetensi dan kinerja individu. 

e. Integrasi Teknologi dan Otomasi: Aksi perubahan mencakup integrasi 

teknologi dan otomasi dalam proses penilaian kinerja. Yang tujuannya 

adalah mengoptimalkan pengoperasian sarana aplikasi dalam proses 

penilaian kinerja agar lebih mudah dipahami sehingga penggunaannya 

lebih efektif dan efisien.. 
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f. Umpan Balik dan Evaluasi: Ruang lingkup aksi perubahan mencakup 

pemberian umpan balik yang konstruktif kepada ASN berdasarkan 

hasil penilaian kinerja. Evaluasi reguler dilakukan terhadap sistem 

penilaian untuk mengidentifikasi keberhasilan dan perbaikan yang 

dapat dilakukan. 

g. Partisipasi Pemangku Kepentingan: Aksi perubahan ini melibatkan 

partisipasi aktif pemangku kepentingan, termasuk atasan langsung, 

rekan kerja, bawahan, dan klien dalam proses penilaian 360 derajat. 

Pendapat dan umpan balik dari pemangku kepentingan ini dianggap 

penting dalam memperbaiki sistem penilaian. 

D. Analisis Masalah 

Project leader pada implementasi aksi perubahan saat ini bertugas 

 sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda selaku Plt. Kepala 

Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Organisasi pada Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, dengan uraian tugas 

antara lain Penyiapan bahan urusan penataan organisasi, ketatalaksanaan 

pada unit organisasi Kantor Wilayah, dan secara hirarki turut mempunyai 

tanggung jawab atas monitoring pelaksanaan kepegawaian pada Kantor 

Pertanahan. Dengan beberapa masalah diantaranya Melaksanakan Penilaian 

Kinerja ASN melalui sistem merit dan pola penilaian 360 derajat yang belum 

maksimal, yang apabila tidak ditangani maka akan terjadi penurunan 

kualitas pelayanan publik, untuk itu penulis menginisiasi adanya 

Optimalisasi Penilaian Kinerja ASN melalui Sistem Merit dan Pola Penilaian 

360 Derajat di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasiona; 

Provinsi Kalimantan Selatan. Pegawai yang partisipatif, di mana Penilaian 

Kinerja ASN dibahas, dikembangkan, dan dioptimalkan bersama semua 

pemangku kepentingan. Diharapkan seluruh ASN di Lingkungan Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 

kinerja yang maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dapat 

memberikan pelayanan public yang terbaik kepada Masyarakat. 

 

 

 

 

 



8 
 

E. Strategi Penyelesaian Masalah 

1. Terobosan Inovasi 

Berdasarkan analisa permasalahan, diagnosa organisasi, pemilihan 

gagasan dan penyelesaian masalah, alternatif pemilihan gagasan maka 

gagasan inovasi yang diusulkan dalam aksi perubahan ini adalah 

Optimalisasi Penilaian Kinerja ASN Melalui Sistem Merit Dan Pola 

360 Derajat Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

Sasaran kegiatan dari inovasi di atas adalah terselenggaranya 

pemberian umpan balik yang konstruktif kepada ASN berdasarkan hasil 

penilaian kinerja. Evaluasi reguler dilakukan terhadap sistem penilaian 

untuk mengidentifikasi keberhasilan dan perbaikan yang dapat 

dilakukan. 

 

2.  Milestones dan Kegiatan 

Adapun milestones, indikator kegiatan dan output dalam 

pelaksanaan Optimalisasi Penilaian Kinerja Melalui Sistem Merit dan 

Pola Penilaian 360 derajat adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Milestone 
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No Milestones 
Indikator 

Kegiatan 
Target 

   Output Waktu 

1 Pembentukan Tim Terbentuknya Tim SK TIM 3 s.d. 4 

Agustus 

2023 

2 Internasilasi Tim Efektif Penyampaian 

tujuan dan 

pembagian tugas 

Notulensi Rapat 7 s.d. 8 

Agustus 

2023 

3 Analisis kekurangan 

pelaksanaan hasil 

evaluasi penilaian kinerja 

ASN tahun sebelumnya 

Tersedianya data 

penyebab 

kekurangan dan 

hambatan 

pelaksanaan 

Data berupa tabel 

hambatan dan kekurangan 

9 s.d. 18 

Agustus 

2023 

4 Identifikasi Perbaikan 

terhadap hambatan dan 

kekurangan 

Diketahui area 

dan Tindakan 

yang perlu diambil 

Data Tabel Tindakan dan 

arahan perbaikan 

14 s.d. 25 

Agustus 

2023 

5 Sosialisasi pola penilaian 

kinerja ASN berdasarkan 

sistem merit atau 360O  

derajat 

Tersampaikan 

informasi 

mengenai pola 

penilaian kinerja 

Peningkatan kompetensi 

ASN terhadap peraturan 

dalam Proses penilaian 

kinerja 

28 Agustus 

s.d. 1 

September 

2023 

6 Penyusunan metode 

dalam rangka optimalisasi 

penilaian kinerja ASN 

Tersedianya 

kerangka acuan 

Metode pelaksanaan 28 Agustus 

s.d. 8 

September 

2023 

7 Pelatihan aplikasi  

penilaian kinerja ASN 

berdasarkan sistem merit  

atau 360O  derajat dengan 

metode langsung dan 

terbuka 

Terciptanya pola 

penilaian kinerja 

ASN yang baru 

Peningkatan kompetensi 

ASN terhadap metode baru 

dalam Proses penilaian 

kinerja 

11 s.d. 15 

September 

2023 

8 Pengenalan metode 

langsung dan terbuka  

dilingkungan kantor 

Tingkat partisipasi 

ASN: Persentase 

ASN yang terlibat 

Penerapan sistem penilaian 

kinerja yang terbuka dan 

langsung: Dokumen 

18 s.d 22 

September 

2023 
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Gambar 1. Milestones 

 

wilayah badan pertanahan 

nasional provinsi 

Kalimantan Selatan 

dalam proses 

penilaian kinerja 

secara langsung 

dan terbuka. 

kebijakan yang mengatur 

proses penilaian kinerja 

ASN secara langsung dan 

terbuka. 

9 Pelaksanaan Kendali 

mutu dalam setiap 

tahapan (monitoring dan 

evaluasi) 

Terjaminnya 

kualitas output 

dalam setiap 

tahapan 

BA kendali mutu 25 s.d. 29 

September 

2023 
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3. Rencana Aksi Perubahan Dan Penyusunan Jadwal Kegiatan 

Agar pelaksanaan aksi perubahan berjalan dengan lancar dan 

efektif, maka diperlukan rencana kegiatan serta penyusunan jadwal agar 

seluruh tahapan pelaksanaan terkendali serta dapat dicapai sesuai 

dengan waktu yang diberikan dalam masa Pelatihan ini yaitu 2 (dua) 

bulan. Untuk itu tahapan rencana aksi perubahan dan jadwal 

penyusunan dapat terlihat sebagai berikut : 
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Tabel 2. Jadwal Kegiatan Aksi Perubahan 

Kegiatan Pelaksanaan Bulan Agustus  Bulan September 

  Minggu I Minggu II Minggu 

III 

Minggu 

IV 

Minggu 

V 

Minggu 

1 

Minggu II Minggu III Minggu 

IV 

Pembentukan Tim           

Internalisasi Tim 

Efektif 

          

Analisis kekurangan 

pelaksanaan hasil 

evaluasi penilaian 

kinerja ASN tahun 

sebelumnya 

          

Identifikasi 

Perbaikan terhadap 

hambatan dan 

kekurangan 

    

 

      

Sosialisasi pola 

penilaian kinerja 

ASN berdasarkan 

sistem merit atau 

360O  derajat 

          

Penyusunan metode 

dalam rangka 
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optimalisasi 

penilaian kinerja 

ASN 

Pelatihan aplikasi  

penilaian kinerja 

ASN berdasarkan 

sistem merit  atau 

360  derajat Dengan 

metode langsung 

dan terbuka 

          

Pengenalan metode 

langsung dan 

terbuka  

dilingkungan kantor 

wilayah badan 

pertanahan nasional 

provinsi Kalimantan 

Selatan 

          

Pelaksanaan Kendali 

mutu dalam setiap 

tahapan 
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4. Pembentukan Tim efektif 

Struktur tim merupakan hal mendasar dari sebuah tim yang 

efektif. Tim efektif ini akan sangat berpengaruh pada aksi perubahan 

yang akan dilaksanakan dengan memilih tim yang memiliki visi, misi dan 

tujuan yang sama terkait bagaimana cara mengoptimalkan proses 

penilaian kinerja ASN melalui sistem merit dan pola 360 derajat. 

Kerangka dalam pembentukan Tim Efektif aksi perubahan dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Gambar 2. Struktur Tim Efektif 

 

 

5. Manajemen Mutu Pengendalian Pekerjaan 

Berhasil atau gagalnya sebuah pekerjaan sangat bergantung pada 

peran pengendalian dan pengawasan. Pekerjaan yang sedang dilakukan 

pasti akan mengalami penyimpangan atau perbedaan dari rencana yang 

sudah ditetapkan, disinilah peran manajemen mutu dalam pekerjaan.  

Implementasi Aksi Perubahan dapat dijelaskan pada setiap 

tahapan kegiatan inovasi berdasarkan PDCA “Plan, Do, Check, act” 

untuk proses pemecahan masalah sebagai kendali mutu dalam 

pencapaian kegiatan yang berkualitas, yang disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 3. P D C A 

No 

Plan  Do Check 

Action Uraian Rencana 

Kerja 

Jangk

a 
Waktu 

 
Uraian 

Pekerjaan 

Tanggal 

Pengerja
an 

Mutu 

Pekerjaan 
Evidence 

1 
Pembentukan Tim 

Efektif 
2 hari 

 
Pembentukan 

Tim Efektif 
3-4 Agust 

Tim 

Terbentuk 
SK Tim  

Sesuai/ 

tidak 

sesuai 

2 
Internalisasi Tim 
Efektif 

2 hari 

 Penyampaian 

materi 
Rancangan 

Akper 

7-8 Agust 

Kesepaham

an persepsi 
atas 

kegiatan 

Nota Dinas, 

Notulensi, 
Absensi, 

Gambar 

Sesuai/ 
tidak 

sesuai 

3 

Analisis kekurangan 

pelaksanaan hasil 

evaluasi penilaian 

kinerja ASN tahun 
sebelumnya 

8 hari 

 Tersedianya 

data penyebab 

kekurangan 

dan hambatan 
pelaksanaan 

9 s.d. 18 

Agustus 

2023 

Data 

Terkumpul 

tabel 

hambatan dan 

kekurangan 

Sesuai/ 

tidak 

sesuai 

4 

Identifikasi Perbaikan 

terhadap hambatan 

dan kekurangan 

10 

hari 

 Diketahui area 

dan Tindakan 

yang perlu 

diambil 

14 s.d. 25 

Agustus 

2023 

Data 

Terkumpul 

Tabel 

Tindakan dan 

arahan 

perbaikan 

Sesuai/ 

tidak 

sesuai 

5 

Sosialisasi pola 

penilaian kinerja ASN 

berdasarkan sistem 
merit atau 360O  

derajat 

5 hari 

 Tersampaikan 

informasi 

mengenai pola 
penilaian 

kinerja 

28 

Agustus 

s.d. 1 
Septembe

r 2023 

Peningkata

n 

kompetensi 
ASN  

Undangan, 

Nota Dinas, 

Notulensi, 
Absensi, 

Gambar 

Sesuai/ 

tidak 
sesuai 

6 

Penyusunan metode 

dalam rangka 

optimalisasi penilaian 

kinerja ASN 

10 

hari 

 

Tersedianya 

kerangka acuan 

28 

Agustus 

s.d. 8 

Septembe
r 2023 

Metode 

pelaksanaa

n 

Undangan, 

Nota Dinas, 

Notulensi, 

Absensi, 
Gambar 

Sesuai/ 

tidak 

sesuai 

7 

Pelatihan aplikasi  

penilaian kinerja ASN 

berdasarkan sistem 

merit  atau 360  

derajat dengan 
metode langsung dan 

terbuka 

5 hari 

 

Terciptanya 

pola penilaian 

kinerja ASN 

yang baru 

11 s.d. 15 

Septembe

r 2023 

Peningkata

n 

kompetensi 

ASN  

Undangan, 

Nota Dinas, 

Notulensi, 

Absensi, 
Gambar 

Sesuai/ 

tidak 

sesuai 

8 

Pengenalan metode 

langsung dan terbuka  

dilingkungan kantor 

wilayah badan 
pertanahan nasional 

provinsi Kalimantan 

Selatan 

5 hari 

 Tingkat 

partisipasi ASN: 

Persentase ASN 

yang terlibat 

dalam proses 
penilaian 

kinerja secara 

langsung dan 

terbuka. 

18 s.d 22 

Septembe
r 2023 

Dokumen 

kebijakan 

yang 

mengatur 
proses 

penilaian 

kinerja ASN 

Nota Dinas, 

Notulensi, 
Absensi, 

Gambar 

Sesuai/ 

tidak 
sesuai 

9 
Pelaksanaan Kendali 
mutu dalam setiap 

tahapan 

5 hari 

 

Terjaminnya 
kualitas output 

dalam setiap 

tahapan 

25 s.d. 29 

Septembe

r 2023 

Hasil 

berdasarka
n kaidah 

dan 

kesepakata

n bersama 

Berita Acara 

Kendali Mutu, 
Nota Dinas, 

Notulensi, 

Absensi, 

Gambar 

Sesuai/ 
tidak 

sesuai 
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F. Pemetaan Sikap dan Perilaku 

1. Strategi Pengembangan Kompetensi 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan stakeholders dalam menjalankan tugasnya 

adalah melalui pengembangan kompetensi. Adapun metode yang akan 

dilakukan diantaranya dengan melaksanakan internalisasi aksi perubahan 

kepada Tim Efektif, melakukan mentoring dengan Kepala Subbagian Tata 

Usaha pada Kantor Pertanahan, dan Community of Practices bersama 

dengan para Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Kantor 

Pertanahan. Diharapkan dengan adanya pengembangan kompetensi sesuai 

yang dibutuhkan dalam rencana aksi perubahan, maka pelaksanaan aksi 

perubahan akan berjalan lebih jelas dan baik. Berikut project leader sajikan 

pengembangan kompetensi dalam bentuk tabel: 

 

Tabel 4. Strategi Pengembangan Kompetensi 

Terdampak Aksi 

Perubahan 

Perubahan Kompetensi yang 

Dibutuhkan 

Cara 

Pengembangan 

Project Leader Mampu melakukan eksekusi 

terhadap keseluruhan tahapan 

kegiatan aksi perubahan 

Mengikuti pelatihan 

yang difasilitasi oleh 

BKN 

(Pelatihan 

Manajemen ASN 

tentang Penilaian 

Kinerja ) 

Tim Efektif Mampu memahami dan 

melaksanakan Penialian Kinerja 

ASN melalui Sistem Merit dan Pola 

360 derajat 

Internalisasi 
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Kepala Subbagian 

Tata Usaha pada 

Kantor Pertanahan 

Mampu melaksanakan dan 

memonitor kegiatan pelaksanaan 

Penilaian Kinerja seluruh pegawai 

pada masing-masing satuan 

kerjanya. 

Bimbingan Teknis, 

Mentoring dan 

Monitoring 

Analis SDMA 

Pertama pada 

Kantor Pertanahan 

Mampu melaksanakan dan 

memonitor kegiatan pelaksanaan 

Penilaian Kinerja seluruh pegawai 

pada masing-masing satuan 

kerjanya. 

Community of 

Practices 

 

2. Rencana Pengembangan Diri 

Adapun rencana pengembangan kompetensi untuk mendukung 

pelaksanaan aksi perubahan, berikut rencana pengembangan diri yang 

diajukan oleh peserta: 

Tabel 5. Individual Development Plan 

No Area Pengembangan Kompetensi 

Kegiatan Pengembangan 
Time 

line  
Pelatihan 

Penugasan 

Khusus 

Lain

nya 

 

1. 

 

Kemampuan untuk 

mempengaruhi serta 

memotivasi orang lain 

untuk mencapai 

tujuan bersama 

 

 

Kerja Sama 

 

1. Public 
Speaking 

 
 
2. Character 

Building-1 
 Personal 

Transformatio
n Program 

 
3. Manajemen 

Kinerja 
Organisasi 

 

Dengan 

Penugasan 

 

- 

 

 

Dengan 
Penugasan 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

3 sd. 4 

Juni 

2023 

19 s.d. 

20 

Agustus 

2023 

 
09 
Agustus 
2023 
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Pada komponen Kerja Sama yang butir item salah satunya 

menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan 

dalam menunjang kelancaran kerja pada unit/tim yang dipimpinnya, maka peserta 

akan meningkatkan kompetensi tersebut dengan cara mengikuti pelatihan 

Character Building-1 , pelatihan ini diagendakan diikuti pada tanggal 19 sd. 20 

Agustus 2023 di Kota Banjarmasin yang diselenggarakan oleh FKA ESQ 165 

KalselTeng Banjarmasin. Harapannya dengan memperbaiki cara kemampuan 

untuk mempengaruhi serta memotivasi orang lain, maka akan lebih mudah bekerja 

sama mencapai tujuan bersama. Selanjutnya pada komponen Integritas yang butir 

item salah satunya menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap 

penyelesaian tugas yang diembannya, dengan tujuan agar dengan adanya tugas 

khusus maka akan dapat melatih tindakan yang mendukung integritas, 

melaksanakan amanah dan menjaga kepercayaan yang diberikan pimpinan sesuai 

dengan Core Values ASN yaitu BerAKHLAK.  

Selain itu terdapat juga pelatihan yang difasilitasi oleh Pusat 

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang mana pilihan pelatihan telah 

disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan assesment yang 

telah dilakukan sebelumnya, peserta dapat mengetahui nilai kompetensinya 

melalui Sistem Informasi Profil Kompetensi (SIPK) yang dapat diakses melalui 

laman https://sipk.atrbpn.go.id/. 
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BAB II  

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN 

 

A. Pembangunan Integritas 

Penerapan sistem merit dalam Manajemen ASN telah diwajibkan melalui 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan 

menerapkan sistem merit, dipastikan bahwa jabatan di dalam birokrasi pemerintah 

akan diisi oleh pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi 

yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berfokus 

pada pengembangan sumber daya manusia Aparatur agar tercipta ASN yang 

profesional, berkinerja tinggi, berintegritas, dan menjunjung tinggi netralitas. 

Keterkaitan antara penilaian kinerja sistem merit dan penilaian kinerja 360 

derajat dapat terjadi dalam konteks yang lebih luas dari manajemen kinerja. 

Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, mereka dapat saling 

melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja 

seorang individu. Penilaian kinerja 360 derajat melibatkan berbagai pihak yang 

memberikan umpan balik tentang kinerja seseorang, termasuk atasan, rekan kerja 

sebaya, bawahan, dan mungkin juga klien atau pelanggan. Dengan melibatkan sudut 

pandang yang beragam, penilaian kinerja 360 derajat dapat memberikan informasi 

yang lebih holistik tentang kekuatan dan area pengembangan individu. Di sisi lain, 

sistem merit adalah pendekatan dalam manajemen kinerja di mana penghargaan 

dan kenaikan gaji didasarkan pada kualitas kinerja individu. Dalam sistem merit, 

kriteria seperti pencapaian tujuan, kompetensi, dan kontribusi terhadap tim atau 

organisasi digunakan untuk mengevaluasi kinerja seseorang. Individu yang 

memperoleh penilaian kinerja yang baik dalam sistem merit biasanya mendapatkan 

penghargaan atau kenaikan gaji yang lebih besar daripada mereka yang memiliki 

kinerja yang kurang baik. Keterkaitan antara kedua konsep ini dapat terjadi ketika 

hasil dari penilaian kinerja 360 derajat digunakan sebagai masukan dalam sistem 

merit. Hasil dari penilaian kinerja 360 derajat dapat memberikan wawasan 

tambahan tentang kinerja individu yang mungkin tidak terlihat hanya melalui 

perspektif atasan langsung. Hasil ini kemudian dapat dipertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan tentang penghargaan atau kenaikan gaji dalam sistem 
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merit. Dengan memadukan penilaian kinerja 360 derajat dengan sistem merit, 

organisasi dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan obyektif 

tentang kinerja individu. Ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang 

lebih tepat tentang penghargaan, pengembangan karir, dan pengelolaan sumber 

daya manusia secara keseluruhan. 

Project Leader dalam melaksanakan Implementasi Aksi Perubahan selalu 

menyampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan bahwa pentingnya 

menjaga Integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memiliki 

kinerja yang baik, bekerja keras, bertanggung jawab dalam melayani Masyarakat. 

Merujuk pada Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017, maka integritas 

adalah Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, 

dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan 

pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas 

tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Setelah dilakukan 

pendalaman terhadap 8 (delapan) kompetensi lainnya serta aspek penilaian sikap 

dan perilaku yang relevan dengan proses pelatihan maka didapatkan 6 (enam) sub 

komponen sebagai berikut: Tanggung jawab, Komitmen, Kedisplinan, Kejujuran, 

Konsistensi dan Pengambilan Keputusan. 

 

B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan Teknologi Informasi) 

Pemanfaatan teknologi infomasi dalam pelaksanaan implementasi aksi 

perubahan Optimalisasi Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui 

Sistem Merit dan Pola Penilaian 360 derajat memberikan dampak yang baik dan 

signifikan secara efisien dan efektif, hal itu dikarenakan memberikan kemudahan, 

kecepatan dan ketepatan waktu dalam pengumpulan dan penyajian data yang 

diperlukan sehingga pimpinan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Kalimantan Selatan dapat memperoleh data-data yang diperlukan sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan pada sebuah organisasi dalam rangka 

pengembangan sumber daya manusia. 
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Dalam melaksanakan Optimalisasi Penilaian Kinerja ASN melalui Sistem 

Merit dan Pola Penilaian 360 derajat, untuk memperoleh data awal dimana dapat 

diketahui hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja yaitu 

dengan menggunakan tautan atau Google Drive  serta menggunkan aplikasi dari 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara maksimal 

dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian dengan cepat dapat 

melihat, memberi komentar, memperbaiki kekurangan, dan mengedit file. Maka 

dengan pemanfaatan teknologi informasi tercipta Kerjasama secara Online dan 

mempermudah pelaksanaan. 

Gambar 3. Penggunaan Google Sheet dalam Himpunan Data 
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   Gambar 4. Penggunaan Google Sheet dalam Himpunan Data 

 

       Gambar 5. Penggunaan Google Sheet dalam Himpunan Data 
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C.  Pengelolaan Tim 

Project Leader dalam melaksanakan implementasi aksi perubahan ini 

membentuk tim dan membagi tugas pekerjaan kepada tim nya. Adapun tujuan dari 

pembagian pekerjaan adalah mendistribusikan pekerjaan kepada anggota tim 

secara efisien dan efektif sesuai tugas masing-masing agar dapat bekerja secara 

terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan dari aksi perubahan ini. 

Setiap anggota tim diberikan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan tugas 

yang akan mereka laksanakan, hal ini sebagai sarana dalam memastikan kejelasan 

dan meningkatkan akuntabilitas, serta tugas-tugas yang dilaksanakan 

diidentifikasi secara terukur sehingga setiap tahapan kegiatan mempunyai output 

yang sesuai dengan milestones. 

Pada tahapan kegiatan pembentukan tim efektif, project leader melakukan 

koordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha selaku mentor untuk menentukan 

para pegawai yang kompeten dan para stakeholder yang harus terlibat dalam bidang 

kepegawaian dan ditetapkan sebagai tim efektif dalam pelaksanaan proyek aksi 

perubahan. 

    Gambar 6. Koordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha selaku Mentor 
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Hasil Koordinasi dengan Kepala Bagian Tata usaha  selaku mentor 

dilanjutkan mengundang anggota tim untuk memastikan kesediaannya turut serta 

dalam pelaksanaan proyek aksi perubahan dan menyampaikan job description 

masing-masing anggota tim, yang bertempat di ruangan Kepala Bagian Tata Usaha. 

Gambar 7. Diskusi dengan Kepala Bagian Tata Usaha dan Anggota Tim dalam 
Pembagian job Description 

 

Kegiatan selanjutnya yaitu rapat internalisasi tim efektif. Rapat 

internalisasi ini dilaksanakan pada lingkup Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Kalimantan Selatan yang langsung dipimpin oleh Kepala kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dengan di hadiri 

oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Bidang serta beberapa pegawai 

yang termasuk ke dalam tim efektif. Tim efektif ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Kepala Kantor Wilatah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, 

sehingga semua pihak yang terlibat memiliki kesamaan pandangan dalam 

menyusun rencana dalam melaksanakan tugasnya. 
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Gambar 8. Rapat Internaslisasi 

 

Gambar 9. Rapat Internalisasi 
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BAB III  

 

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN 

 

A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik 

Capaian dan Bukti Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik dalam 

Implementasi Aksi Perubahan dapat dilaporkan dalam kegiatan sebagai berikut : 

1. Pembentukan Tim Efektif 

Hasil Rapat Kooerdinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha Selaku 

Mentor dan dengan beberapa pegawai  sebagai Key Partner, Project Leader 

membuat konsep atau draft Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembentukan Tim 

Efektif Aksi Perubahan, kemudian melaporkan untuk meminta pengesahan. 

              Gambar 10. SK Tim Efektif Aksi Perubahan 
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Dengan disahkan nya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor  156/SK.100-

63.02/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tersebut adalah output dari 

tahapan kegiatan pembentukan Tim Efektif dalam rangka implementasi aksi 

perubahan. 

2. Internalisasi Tim Efektif 

Setelah terbentuknya Tim Efektif dalam rangka Implementasi Aksi 

Perubahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Pada Tanggal 11 Agustus 

2023 bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, mengundang Tim Efektif dan 

Stakeholder terkait pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 

Kalimantan Selatan dalam rangka Internalisasi Tim Efektif Optimalisasi 

Penilaian Kinerja ASN melalui Sistem Merit dan 360 Derajat. 

Dengan adanya Internalisasi ini bagi Project Leader , Tim Efektif 

merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai pelaksanaan kegiatan Aksi 

Perubahan. Tujuan dari Internalisasi tersebut adalah untuk merancang 

pembentukan Tin Kerja yang efektif dan bekerjasama dengai baik. Dalam 

tahapan kegiatan Internalisasi ini Project Leader menyampaikan gagasan dan 

beberapa substansi serta memberikan pemahaman kepada seluruh peserta 

Internalisasi ini agar memiliki tujuan dan presepsi yang sama dalam 

pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara. 

               Gambar 11. Nota Dinas Internalisasi Tim efektif 
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             Gambar 12. Notulen Rapat Internalisasi Tim Efektif 

 

 

                   Gambar 13. Absensi Rapat Internalisasi Tim Efektif 
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 Internalisasi Tim Efektif Optimalisasi Penilaian Kinerja ASN ini, 

selain dilaksanakan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Kalimantan Selatan juga dilaksanakan Internalisasi ke beberapa 

Kantor Pertanahan baik secara daring maupun secara luring. 

Adapun Output dari kegiatan Internalisasi Tim Efektif ini adalah Nota 

Dinas, absensi, notulen dan gambar/dokumentasi foto kegiatan. 

3. Analisis Hambatan dan Kekurangan Pelaksanaan Penilaian Kinerja ASN 

melalui Sistem Merit dan Pola Penilaian 360 Derajat sebelum 

pelaksanaan Implementasi Aksi Perubahan (sampai dengan juli 2023) 

Pelaksanaan Penilaian Kinerja ASN melalui Sistem Merit dan Pola 

Penilaian 360 Derajat di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Kalimantan Selatan belum secara maksimal dilaksanakan 

oleh seluruh pegawai karena : 

a. Kurangnya pemahaman terhadap manfaat dan kegunaan serta aturan 

pelaksana dari pengembangan kompetensi sebagai bagian dari proses 

Sistem Merit ASN;  

b. Kurangnya pemahaman akan manfaat dan kegunaan pola penilaian 

kinerja 360 derajat sebagai penilaian terhadap perilaku pegawai baik dari 

segi aturan maupun pelaksanaan penggunaan aplikasi integrated Talent 

Management Syatem (iTMS). 

Analisa hambatan dan kekurangan Pelaksanaan Hasil Evaluasi 

Penilaian Kinerja ASN pola 360 derajat sampai dengan bulan Juli 2023 yang 

ditarik dari data Aplikasi iTMS  

 - dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 18 Agustus 2023; 

 - Dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja pada Kantor Wilayah Badan 

 Pertanahan Nasional berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan 

 Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor UP.02.03/1212-

 63/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023; 

 - Adapun Hasilnya adalah tabel hambatan/kendala serta saran 

 perbaikan untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan Aksi Perubahan  ini, 

 tabel terdapat dalam tautan berikut ini  (sebagai Output kegiatan): 

  https://bit.ly/Hambatan_Pengisian_Penilaian_Kinerja  

https://bit.ly/Hambatan_Pengisian_Penilaian_Kinerja
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       Tabel 6. Hambatan dan Kekurangan 

 

 

4. Identifikasi Perbaikan terhadap hambatan dan kekurangan 

Identifikasi Perbaikan terhadap kekurangan dan hambatan Hasil 

Evaluasi Penilaian Kinerja ASN pola 360 derajat tahun 2023 sampai dengan 

bulan Juli 2023 

- dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 25 Agustus 2023; 

- dilaksanakan oleh seluruh satker; 

- Koordinasi dengan para Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pegawai 

 pada Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan  dalam 

 rangka identifikasi  perbaikan terhadap hambatan dalam  pelaksanaan 

 Penilaian Kinerja pola 360 derajat yang  dilaksanakan  pada tanggal 

 22 Agustus 2023; 
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- Adapun Hasilnya adalah tabel hambatan/kendala serta saran 

 perbaikan  untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan Aksi Perubahan 

 ini, tabel terdapat dalam  tautan berikut ini (sebagai Output kegiatan): 

https://bit.ly/Hambatan_Pengisian_Penilaian_Kinerja 
 

 
       Tabel 7. Identifikasi Perbaikan 

 
 

 
 

https://bit.ly/Hambatan_Pengisian_Penilaian_Kinerja
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Gambar 14. Koordinasi Secara daring bersama Kelapa Sub Bagian Tata 
Usaha Kantor Pertanahan 
 

 

              Gambar 15. Koordinasi bersama Tim Efektif 
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                            Gambar 16. Absensi Koordinasi Bersama Tim Efektif 

 

 

5. Ekspose Penilaian Kompetensi dengan Tujuan Pemetaan dalan Jabatan 

dan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Di Lingkungan Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan 

Sosialisasi Peraturan Kepegawaian yang didalamnya terdapat materi  

Peraturan Tentang Penilaian Kinerja  Pola Penilaian 360 derajat,  Peraturan 

tentang Sistem Merit ASN serta Manfaat dan tujuan Penilaian Kompetensi 

Pegawai  dengan Tujuan Pementaan dalam Jabatan Pegawai, yang bertujuan 

sebagai berikut : 

a. agar pegawai memehami dengan baik pelaksanaan penilaian kompetensi 

sebagai proses dari Sistem Merit ASN berdasarkan Standar Kompetensi 
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Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar 

Kompetensi Jabatan dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 

Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi 

Pegawai Negeri Sipil; 

b. Melaksanakan pengembangan kompetensi secara terus menerus; 

c. meuju learning organization. 

d. menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem 

prestasi dan sistem karier. 

 

- dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023; (pelaksanaan di majukan 

 tanggalnya yang seharusnya antara tgl 28 Agustus s.d. 1 September 

 kerena menyesuaikan jadwal kegiatan Bpk. Kakanwil dan Narasumber 

 juga beberapa peserta, Full Day Meeting bertempat di Hotel Galaxy 

 Banjarmasin 

- Peserta : 

 1. Para Kepala Bidang Kanwil BPN Provinsi Kalsel; 

 2. Kepala Kantor  Pertanahan Kab/Kota se-Provinsi Kalsel;   

 3. Kasubbag Tata Usaha beserta Kasi 1 dan Kasi 2 Kantor Pertanahan 

 se- Provinsi Kalimantan Selatan,; 

 4. Para Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama dan Para 

 Admin Kepegawaian Kantor Pertanahan Kab/Kota se-Provinsi 

 Kalimantan Selatan; 

 5. Pihak Ketiga Penyedia Jasa Outshourcing. 

- Narasumber : 

 1.  Asesor Sumber Daya Manusia Aparratur Madya PPSDM; 

 2. Kasubbid Pengembangan Basis Data dan Penilaian Kompetensi  

 PPSDM; 

 3. Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor  

 Regional VIII BKN Banjarmasin; 

 4. Analis Kepegawaian Ahli Pertama Kantor Regional VIII BKN 

 Banjarmasin.  
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Output Kegiatan 

a. Seluruh eviden kegiatan tersebut dapat dilihat pada tautan berikut: 

  https://bit.ly/LaporanKegiatanSosialisasiKepegawaian2023; 

b. Notulen Kegiatan: 

   
 
6. Penyusunan metode dalam rangka optimalisasi penilaian kinerja ASN 

 

Penyusunan Metode dalam rangka Optimalisasi Penilaian Kinerja 

ASN melalui Sistem Merit dan Pola 360 derajat di Lingkungan Kanwil BPN 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

- dilaksanakan pada tanggal 4 September 2023;  

- Tempat Galaxy Hotel Banjarmasin ( dilaksanakan setelah acara Bidang 

 Pengendalian dan Penanganan Sengketa karena arahan dari Bpk 

 Kakanwil bahwa para Kepala Kantoe Pertanahan ada dan berhadir di 

 tanggal tersebut juga sekaligus membahas persiapan acara HANTARU 

 2023 di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan); 

- Peserta : 

https://bit.ly/LaporanKegiatanSosialisasiKepegawaian2023
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1. Kabag Tata Usaha dan Para Kepala Bidang Kanwil BPN Provinsi Kalsel; 

2. Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota se-Provinsi Kalsel;   

3. PNS dan PPNPN pada Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

- Rapat di pimpin langsung oleh Bpk Kakanwil Selatan dengan 

 Moderator Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Kalimantan 

 Selatan. 

- Output Kegiatan 

a. Seluruh eviden kegiatan tersebut dapat dilihat pada tautan berikut: 

 https://bit.ly/PenyesuaianMetodePenilaianKinerjaAsn_360Derajat; 

b. Notulen Kegiatan: 

 
 

Tujuan dari penyusunan metode ini adalah untuk memberikan 

penjelasan tentang apa yang akan dicapai, termasuk di dalamnya apa dan 

bagaimana prosedurnya, sehingga dapat dengan baik dilaksanakan serta 

cara memecahkan suatu masalah pembelajaran. Cara yang diperlukan 

agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. 

https://bit.ly/PenyesuaianMetodePenilaianKinerjaAsn_360Derajat
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7. Pengenalan metode langsung dan terbuka  pada kantor wilayah badan 

pertanahan nasional provinsi Kalimantan Selatan 

1. Melaksanakan mentoring kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 

Community of practices bersama dengan para Analis Sumber Daya 

Manusia Aparatur Pertama  dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja ASN 

pada seluruh Kantor Pertanahan se-Provinsi Kalimantan Selatan. 

2. Pengenalan dan pelaksanaan Metode Langsung dan Terbuka Penilaian 

 Kinerja 360 derajat pada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan. 

a. Dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 September 2023 oleh seluruh 

pegawai; 

b. Tempat diruangan masing-masing bidang dan bagian tata usaha; 

c. Metode langsung dan terbuka dalam penilaian Kinerja  Pola 360 

derajat dilaksanakan secara bersamaan atau berkelompok. 

d. Bahan : 1. Perjanjian Kinerja masing-masing bidang; 

    2. Hasil Dialog Kinerja Tahun 2023 masing-masing bidang 

    3. Menggunakan Aplikasi integrated Talent Management   

   System (iTMS) Biro Organisasi dan Kepegawaian   

   Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Aplikasi            

   E-Kinerja BKN. 

    4. Menggunakan User Guide Modul Penilaian Perilaku 

 e . Output pelaksanaan terdapat dalam tautan berikut 

  https://bit.ly/EvidenPengenalanMetodeLangsungdanTerbuka 

 

                   Gambar 17. Mentoring dan Community of practices 

 

https://bit.ly/EvidenPengenalanMetodeLangsungdanTerbuka
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8. Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja ASN  Berbasis e-Kinerja BKN dan 

Apilkasi Penilaian Kinerja Pola 360 Derajat di Lingkungan Kanwil BPN 

Prov Kalsel 

Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja ASN  Berbasis e-Kinerja BKN 

dan Apilkasi Penilaian Kinerja Pola 360 Derajat di Lingkungan Kanwil BPN 

Prov Kalsel. Bimbingan  yang rencana nya akan dilaksanakan pada tanggal 

22 September 2023 ditunda karena ada kegiatan yang bersamaan dan tidak 

bisa dirubah jadwalnya, sehingga arahan dari Bapak Kakanwil pelaksanaan 

diundur menjadi tgl 26 September 2023. 

  Dengan peserta  

1. Para Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan 

2. Para Analis SDMA Pertama Kantor Pertanahan 

3. PNS dan PPNPN Pada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan 

  Dengan Narasumber : 

1. Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kanreg VIII 

BKN Banjarmasin 

2. Auditor Manajemen ASN Ahli Muda Kanreg VIII BKN Banjarmasin 

 Dilaksanakan di Aula Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan 

  Output Kegiatan : 

  https://bit.ly/EvidenBimtekPenilaianKinerjaASN 

 

9. Pelaksanaan Kendali mutu dalam setiap tahapan 

Pelaksanaan kendali mutu dalam setiap tahapan dalam 

implementasi aksi perubahan ini dilakukan oleh project leader, dimaksudkan 

untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam 

recana kegiatan, yang dilakukan melalui koreksi dan penyesuaian selama 

pelaksanaan kegiatan dimaksud, sehingga akan tepat sasaran dan setiap 

aspek kegiatan yang diingingkan terpenuhi, maka dibuat berita acara kendali 

mutu dalam setiap tahapan dan kesesuaian waktu dalam pelaksanaannya 

maka pekerjaan akan terkendali dengan baik.  

https://bit.ly/EvidenBimtekPenilaianKinerjaASN
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Tabel 8. Kendali Mutu Kegiatan 

No. Milestone Output Checklist 

1 Pembentukan Tim Efektif SK Tim  Sesuai 

2 Internalisasi Tim Efektif 
Nota Dinas, Notulensi, 

Absensi, Gambar 
Sesuai 

3 

Analisis kekurangan pelaksanaan 

hasil evaluasi penilaian kinerja ASN 

tahun sebelumnya 

tabel hambatan dan 

kekurangan 
Sesuai 

4 
Identifikasi Perbaikan terhadap 

hambatan dan kekurangan 

Tabel Tindakan dan arahan 

perbaikan 
Sesuai 

5 

 

Sosialisasi pola penilaian kinerja ASN 

berdasarkan sistem merit atau 360O  

derajat 

Undangan, Nota Dinas, 

Notulensi, Absensi, Gambar 

Tidak Sesuai (dilaksanakan dengan 

waktu lebih cepat seharusnya 

dilaksanakan antara tanggal 28 

Agustus s.d. 1 Septeember 2023, 

dilaksanakan menjadi tanggal 23 

Agustus 2023 sesuai dengan 

arahan Bapak Kakanwil) 

6 
Penyusunan metode dalam rangka 

optimalisasi penilaian kinerja ASN 

Undangan, Nota Dinas, 

Notulensi, Absensi, Gambar 
Sesuai 

7 

 

Pelatihan aplikasi  penilaian kinerja 

ASN berdasarkan sistem merit  atau 

360  derajat dengan metode langsung 

dan terbuka 

Undangan, Nota Dinas, 

Notulensi, Absensi, Gambar 

Tidak Sesuai 

(dilaksanakan dengan waktu yang 

lebih lambat atau mundur, 

seharusnya dilaksanakan antara 

tanggal 11 s.d. 15 September 2023 

menjadi tanggal 26 September 2023 

sesuai arahan bapak Kakanwil) 

 

8 

Pengenalan metode langsung dan 

terbuka  dilingkungan kantor wilayah 

badan pertanahan nasional provinsi 

Kalimantan Selatan 

Nota Dinas, Notulensi, 

Absensi, Gambar 
Sesuai 

9 
Pelaksanaan Kendali mutu dalam 

setiap tahapan 

Berita Acara Kendali Mutu, 

Nota Dinas, Notulensi, 

Absensi, Gambar 

Sesuai 
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Output Kegiatan : 

 

 

             Gambar 19. Absensi Rapat Kendali Mutu Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 

 

 

Gambar 18. Nota Dinas Rapat Kendali Mutu 
PelaksanaannTahapan Kegiatan 
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 Gambar 20. Berita Acara Rapat Kendali Mutu Pelaksanaan Tahapan    

Kegiatan 

 

           10. Hasil/output akhir dari tujuan Jangka Pendek  

 1.  Basis Data pegawai yang telah melaksanakan Pengembangan 

 Kompetensi Pegawai dan Penilaian Kinerja ASN melalui Pola Penilaian 

 360 Derajat di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, 

 dapat dilihat dalam tautan berikut : 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/19RPDkCk7tuO3lS5zCsvC
yUmZpwwhuQqj/edit#gid=253831480. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19RPDkCk7tuO3lS5zCsvCyUmZpwwhuQqj/edit#gid=253831480
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19RPDkCk7tuO3lS5zCsvCyUmZpwwhuQqj/edit#gid=253831480
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Gambar 21. Basis Data Pegawai 

 

 

2. Persentase pelaksanaan penilaian kinerja pola 360 derajat selama 

pelaksanaan implementasi Aksi Perubahan ( 3 Agustus s.d. 2 Oktober 

2023) 
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                     Gambar 22. Perbandingan Data Penilaian Simetris 

 

 

3. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai yang diikuti secara 

daring melalui Pelatihan-pelatihan Microlearning yang 

diselenggarakan oleh Pusat Pengenbangan Sumber Daya Manusia 

Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan surat 

Nomor B/DL.01.01/2243-100/VIII/2023 tanggal 28 Juli 2023  selama 

pelaksanaan Implementasi Aksi Perubahan dari tanggal 3 Agustus s.d. 

2 Oktober 2023 sebanyak 197 pegawai yang mengikuti  pelatihan 

dan sebanyak 643 mata pelatihan yang diikuti, adapun laporan 

kegiatannya dapat dilihat pada tautan berikut : 

 https://bit.ly/Rekap_Pengembangan_Kompetensi 

https://bit.ly/Rekap_Pengembangan_Kompetensi
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 B. Manfaat Aksi Perubahan 

a. Manfaat Aksi Perubahan bagi Organisasi 

1) Penilaian kinerja ASN menjadi lebih adil dan obyektif. Penilaian tidak hanya 

didasarkan pada penilaian atasan langsung, tetapi juga melibatkan umpan 

balik dari rekan kerja, bawahan, dan pihak eksternal. Hal ini mengurangi 

bias subjektif dan memberikan gambaran kinerja yang lebih komprehensif. 

2) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Implementasi sistem 

penilaian kinerja berbasis merit dan pola 360 derajat memperkuat 

transparansi dan akuntabilitas dalam proses penilaian. Kriteria penilaian 

yang jelas dan terukur serta umpan balik yang terbuka membantu 

menciptakan lingkungan yang transparan, di mana keputusan penilaian 

dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan dengan lebih baik. 

3) Pengembangan kompetensi ASN: Aksi perubahan ini memberikan 

kesempatan bagi ASN untuk mengembangkan kompetensi mereka. Melalui 

umpan balik yang komprehensif, ASN dapat mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan mereka, serta merencanakan langkah-langkah pengembangan 



45 
 

pribadi untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang 

diperlukan. 

4) Peningkatan motivasi dan kepuasan kerja: Dengan adanya penilaian 

kinerja yang lebih adil dan komprehensif, ASN cenderung merasa lebih 

dihargai dan diakui atas kontribusi mereka. Hal ini dapat meningkatkan 

motivasi dan kepuasan kerja ASN, sehingga berdampak pada peningkatan 

produktivitas dan kualitas pelayanan publik. 

5) Identifikasi potensi dan pengembangan karir: Melalui sistem penilaian 360 

derajat, potensi ASN dapat diidentifikasi dengan lebih baik. ASN yang 

memiliki kinerja yang unggul dan potensi pengembangan yang tinggi dapat 

diidentifikasi untuk mendapatkan peluang promosi atau pengembangan 

karir yang lebih baik. Ini akan mendorong ASN untuk terus meningkatkan 

kinerja dan mengembangkan diri. 

6) Peningkatan pelayanan publik: Dengan peningkatan kinerja ASN melalui 

sistem penilaian yang lebih baik, organisasi akan mengalami peningkatan 

kualitas pelayanan publik. ASN yang memiliki kompetensi yang lebih baik, 

bekerja secara efektif dalam tim, dan menerima umpan balik yang 

konstruktif akan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. 

b. Manfaat Aksi Perubahan bagi pemangku kepentingan 

1) Pengakuan yang adil: ASN akan menerima pengakuan yang lebih adil dan 

objektif atas kinerja mereka. Sistem penilaian berbasis merit dan pola 360 

derajat memastikan bahwa penilaian tidak hanya didasarkan pada 

pendapat satu orang, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang terlibat 

dalam pekerjaan ASN 

2) Pengambilan keputusan yang informasional: Sistem penilaian kinerja 

berbasis merit dan pola 360 derajat memberikan informasi yang lebih 

lengkap dan objektif kepada manajemen dan atasan. Hal ini 

memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik 

terkait promosi, pengembangan karir, dan alokasi sumber daya dengan 

dasar yang kuat. 

3) Transparansi dan akuntabilitas: Implementasi sistem penilaian kinerja 

berbasis merit dan pola 360 derajat meningkatkan transparansi dan 
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akuntabilitas dalam organisasi pemerintah. Masyarakat dapat memiliki 

keyakinan bahwa ASN dinilai secara adil dan objektif, dan bahwa 

keputusan terkait promosidan pengembangan karir didasarkan pada 

prestasi yang terukur. 

c. Manfaat bagi project leader 

1) Peningkatan Kemampuan Manajerial: Sebagai Project Leader, pelaksana 

aksi perubahan akan mengembangkan kemampuan manajerial mereka 

dalam mengelola proyek perubahan yang kompleks. Mereka akan 

mengasah keterampilan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan 

untuk memastikan implementasi yang sukses. 

2) Pengakuan dan Penghargaan: Keberhasilan aksi perubahan yang efektif 

akan memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Project Leader. 

Prestasi dalam mengelola dan melaksanakan perubahan yang signifikan 

dapat meningkatkan reputasi dan mendukung kemajuan karir. 

3) Peningkatan Kompetensi Profesional: Melalui pengalaman dalam 

mengimplementasikan perubahan ini, Project Leader akan 

mengembangkan dan memperluas pemahaman mereka tentang sistem 

penilaian kinerja, manajemen perubahan, dan praktik terbaik dalam 

bidang tersebut. Ini akan meningkatkan kompetensi profesional mereka 

dan memberikan nilai tambah dalam peran mereka di masa depan. 

4) Pembelajaran Kolaboratif: Sebagai pelaksana aksi perubahan, Project 

Leader akan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, tim 

teknis, dan anggota tim lainnya. Hal ini akan memperluas jaringan 

profesional, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan memperdalam 

pemahaman tentang kerja tim dan dinamika organisasi. 

5) Pengembangan Kepemimpinan: Memimpin aksi perubahan merupakan 

kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan yang efektif. Project 

Leader akan mempraktikkan keterampilan kepemimpinan, seperti 

pengambilan keputusan, motivasi tim, delegasi, dan pengelolaan konflik. 

Ini akan membantu dalam membangun kapasitas kepemimpinan yang 

lebih kuat di masa depan. 
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6) Dampak Positif pada Organisasi: Keberhasilan aksi perubahan akan 

memberikan dampak positif yang signifikan bagi organisasi secara 

keseluruhan. Ini akan mencerminkan kemampuan Project Leader dalam 

memimpin perubahan yang strategis dan meningkatkan kinerja ASN. 

Kesuksesan ini akan meningkatkan reputasi dan nilai organisasi di mata 

pemangku kepentingan lainnya. 

Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru sebagai salah satu stakeholder 

dalam kegiatan Optimalisasi Penilaian Kinerja ASN melalui Sistem Merit dan 

Pola Penilaian 360 Derajat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru 

menyatakan “ Aksi Perubahan ini sangan bermanfaat khususnya pada Kantor 

Pertanahan Kota Banjarbaru bagi pelaksanaan pelayanan public. Pada bulan 

Agustus dan September Tahun 2023 ini,  ASN pada Kantor Pertanahan Kota 

Banjarbaru telah melaksanakan pengembangan kompetensi sebagai bagian dari 

proses penilaian kinerja Sistem Merit serta telah melaksanakan penilaian kinerja 

Pola 360 Derajat dengan Metode langsung dan terbuka secara optimal. Kegiatan 

ini tentunya akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan pada Kantor 

Pertanahan Kota Banjarbaru khususnya secara berkala dan berkelanjutan, 

maka dengan kompetensi dan kinerja yang baik akan menghasilkan ASN yang 

berintegritas dan kompeten.” 

Gambar 23. Testimoni manfaat kegiatan dari stakeholder 
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C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan 

Metode yang dilaksanakan dalam Implementasi Pengembangan 

Kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

project leader, Tim Efektif  dan stakeholders dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya adalah melalui pengembangan kompetensi diantaranya yaitu : 

1. Ekspose Penilaian Kompetensi dengan tujuan Pemetaan dalam Jabatan Pegawai; 

2. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian; 

3. Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja berbasis Aplikasi e-Kinerja BKN dan Pola 

Penilaian 360 derajat; 

4. Mentoring dan Comminity of Practise bersama Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

dan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama. 

Gambar 24. Ekspose Penilaian Kompetensi Oleh PPSDM 

 

 

    Gambar 25. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Oleh BKN 

 



49 
 

 

     Gambar 26. Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Oleh BKN 
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    Gambar 27. Mentoring dan Community Of Practice 

 

 

D. Keterkaitan Dangan Mata Pelatihan Pilihan 

Ekspose Penialian Kompetensi Dengan Tujuan Pemetaan Dalam Jabatan 

Pegawai dan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Tahun 2023 di Lingkungan 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. 

Salah satu tujuan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) adalah 

mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi 

manajerial pengawas, bahwa hasil akhir dari proses pelatihan yakni bagaimana 

seorang leader memliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku seorang PNS 

yang dapat diamati, diukur dan dibebankan dalam melaksanakan tugas 

jabatannya. 

Penilaian kinerja merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja 

Pegawai yang dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan standar kerja yang 

telah ditentukan. Selain itu, kinerja sebagai suatu system pengukuran, dan 

evaluasi, memengaruhi atribut-atribut yang berhubungan dengan pekerjaan, 

perilaku dan keluaran, dan tingkat absensi untuk mengetahui tingkat kinerja 

pegawai pada saat ini. 
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Ekspose Penilaian Kompetensi dengan Tujuan Pemetaan Pegawai dengan 

Narasumber dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) 

Kementerian Agraria dan Tataruang/Badan Pertanahan Nasional sangat berkaitan 

dengan Aksi Perubahan yang project leader implementasikan. Penilaian Kompetensi 

merupakan bagian dari Penilaian Kinerja Sistem Merit yang mempunyai tujuan 

untuk menyusun profil kompetensi ASN pada masing-masing Instansi dan profil 

kompetensi secara nasional, yang data hasil penilaian kompetensi ini akan 

terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN), sehingga dapat dimanfaatkan 

oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan manajemen ASN, 

seperti untuk bahan penyusunan kebutuhan, pola karir, rotasi/mutasi, promosi, 

pengembangan kompetensi, dan lain sebagainya, 

Sosialisasi Peraturan Kepegawaian dengan Narasumber dari Kantor 

Regional VIII Badan Kepegawaian Negara yang memaparkan Sistem Merit dalam 

Manajemen ASN adalah Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada 

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa 

membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis 

kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, serta merupakan salah 

satu hasil dari agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden untuk 

membangun birokrasi netral dan mampu memberikan pelayanan public serta 

terbebas dari KKN. Selain paparan mengenai Sistem Merit dalam Manajemen ASN 

juga memberikan pemahaman kepada project leader, tim efektif dan stakeholder 

dalam melaksanakan implementasi aksi perubahan yang berupa pemberian materi 

tentang Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil.  

Tugas dari seorang pemimpin yaitu merencanakan, menggerakkan dan 

mengawasi setiap aktivitas dalam organisasi. Salah satu tugas utama dari 

seorang pemimpin adalah harus bisa mencapai kinerja pegawai sehingga pada 

akhirnya dapat mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi yang di pimpinnya. 

Stategi seorang pemimpin untuk meningkatkan kinerja pegawai diantaranya: 

memberikan motivasi kepada pegawai, melakukan pembagian tugas, 

melakukan diskusi dengan pegawai, memberikan keteladanan, memberikan 

penghargaan, dan memberikan hukuman. Maka Opimalisasi terhadap penilaian 
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kinerja pegawai sangat penting dilaksanakan oleh suatu organisasi secara 

bekelanjutan. 

               Gambar 28. Materi Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 
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E. Pelaksanaan Pengembangan Diri 

Sebagai aparatur sipil negara (ASN), terdapat beberapa kompetensi yang 

harus dimiliki agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif 

dan efisien, antara lain kompetensi teknis, dimana kompetensi teknis adalah 

kemampuan dan pengetahuan khusus yang berkaitan dengan bidang tugas dan 

tanggung jawab ASN. ASN harus memiliki kemampuan dalam melakukan tugas 

teknis yang berkaitan dengan bidangnya, seperti kemampuan dalam analisis 

data, pengembangan kebijakan, manajemen kepegawain, dan sebagainya. 

Kompetensi sosial, kompetensi sosial ini berkaitan dengan kemampuan untuk 

berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. ASN harus memiliki 

kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, dan 

menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, dan 

masyarakat serta kompetensi kepemimpinan dimana kompetensi ini adalah 

kemampuan untuk memimpin dan mengelola orang lain. ASN harus memiliki 

kemampuan untuk memimpin, mengambil keputusan yang tepat, memotivasi 

bawahan, dan mengelola konflik yang mungkin terjadi.  Dengan memiliki 

kompetensi teknis, sosial, dan kepemimpinan yang baik, ASN akan dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik dan mampu 

memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. 

Merujuk pada dokumen PermenPAN Nomor 38 Tahun 2017, maka 

kerjasama adalah Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan 

kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas 

dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis 

organisasi. Setelah dilakukan pendalaman terhadap 8 (delapan) kompetensi lainnya 

serta aspek penilaian sikap dan perilaku yang relevan dengan proses pelatihan 

maka didapatkan 5 (lima) sub komponen sebagai berikut: Kerjasama Internal, 

Kerjasama Eksternal, Komunikasi, Fleksibilitas, dan Komitmen dalam Tim. 

Selain itu terdapat juga pelatihan yang difasilitasi oleh Pusat 

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang mana pilihan pelatihan telah 

disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan assesment yang 

telah dilakukan sebelumnya, peserta dapat mengetahui nilai kompetensinya 
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melalui Sistem Informasi Profil Kompetensi (SIPK) yang dapat diakses melalui 

laman https://sipk.atrbpn.go.id/. 

1. Pelatihan Public Speaking 

Pelatihan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 3 dan 4 Juni 

2023 bertempat di Hotel Rodhita Banjarbaru yang diselenggarakan oleh Public 

Speaking Academy Banjarbaru. Output yang dihasilkan adalah project leader 

yaitu pengembangan kompetensi dalam menyampaikan informasi sehingga 

dapat tersampaikan dengan jelas baik lisan maupun tulisan. 

 

            Gambar 29. Sertifikat Pelatihan Public Speaking 
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            Gambar 30. Project Leader Mengikuti Pelatihan Public Speaking 

 

 

2. Character Building-1 Personal Transformation Program (ESQ) 

Pelatihan Character Building-1 , pelatihan ini diagendakan diikuti 

pada tanggal 19 sd. 20 Agustus 2023 di Kota Banjarmasin yang 

diselenggarakan oleh FKA ESQ 165 KalselTeng Banjarmasin. Harapannya 

dengan memperbaiki cara kemampuan untuk mempengaruhi serta 

memotivasi orang lain, maka akan lebih mudah bekerja sama mencapai 

tujuan bersama. Selanjutnya pada komponen Integritas yang butir item salah 

satunya menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelesaian 

tugas yang diembannya, dengan tujuan agar dengan adanya tugas khusus 
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maka akan dapat melatih tindakan yang mendukung integritas, 

melaksanakan amanah dan menjaga kepercayaan yang diberikan pimpinan.  

 

               Gambar 31. Project Leader mengikuti Personal Transformation  Program 

 

 
 

            Gambar 32. Sertifikat ESQ Personal Transformation Program 

 

3. Pelatihan pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
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Project Leader mengikuti Pelatihan Manajemen Kinerja Organisasi 

yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Adapun 

tujuan dari pelatijan ini mempelajari nilai, norma dan etika organisasi dalam 

segala situasi dan kondisi, mengajak orang lain untuk selalu bertindak sesuai 

etika dan kode etik dan merancang metode kinerja alternatif dalam 

meningkatkan kinerjanya.  

Gambar 33. Sertifikat Pelatihan Manajemen Kinerja Organisasi 

 

 

Selain melaksanakan pelatihan Manajemen Kinerja Organisasi, 

Project Leader juga mengikuti pelatihan Mengelola Keberagaman yang 

diselenggarakan pula oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional 

dengan tujuan mempelajasi strategi dan bentuk implementasi dalam 

mengelola keberagaman, membangun Kerjasama pada lingkungan sumber 

daya manusia yang beragam. 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 34. Sertifikat Pelatihan Mengelola Keberagaman 
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BAB IV  

 

DISEMINASI, PUBLIKASI DAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN 

 

A. Pemanfaatan Strategi Komunikasi 

Pelaksanaan implementasi aksi perubahan ini disampaiakan melalui 

media sosial Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan 

Selatan dan media social online Banjarmasin yaitu Global investigasi news.com,  

sehingga kegiatannya dapat diketahui secara luas oleh Masyarakat.  

            Gambar 35. Penyampaian Kegiatan Melalui Media Sosial 
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B. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan 

Penilaian Kinerja ASN baik melalui Sistem Merit dan Pola Penilaian 360 

Derajat bukan hanya dilaksanakan oleh project leader serta unit kerja project leader 

itu sendiri, namun merupakan kewajiban dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) 

pada seluruh unit kerja. Optimalisasi Penilaian Kinerja ASN melalui Sistem Merit 

dan Pola Penilaian 360 derajat dapat dilaksanakan dan di replikasi oleh seluruh 

unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata/Badan Pertanahan Nasional sesuai 

tujuan jangka panjang yaitu mendorong inovasi dan pembaharuan di dalam 

administrasi public sehingga sehingga meningkatkan kualitas kepemimpinan dan 

manajemen di lingkungan pemerintahan. 

Siklus Penilaian Kinerja ASN dilaksanakan berulang-ulang dan secara 

periodic oleh seluruh ASN pada setiap unit kerja sesuai dengan jadwal-jadwal yang 

telah ditetapkan, karena setiap ASN pasti melewati dan melaksanakan penilaian 

kinerja. Sehingga Optimalisasi Penilaian Kinerja ASN dapat terus berkelanjutan. 

Optimalisasi Penilaian Kinerja ASN melalui Sistem Merit dan Pola 

Penilaian 360 Derajat telah mendapatkan dukungan,  terutama dukangan dari 

Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan 

Selatan, Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional 

VIII Badan Kepegawaian Negara. Kegiatan Penilaian Kinerja sangat permanfaat bagi 

pelaksanaan pelayanan public, dengan kinerja yang baik dan kinerja yang tinggi 

maka akan menghasilkan ASN yang berintegritas dan kompeten.  

       Gambar 36. Dukugan/testimoni dari Bapak Kakanwil BPN Prov. Kalsel 
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        Gambar 37. Dukungan/Testimoni dari Kabid PDSK Kanreg VIII Banjarmasin 

 

Berikut File Video Testimoni/Dukungan Kegiatan Implementasi Aksi Perubahan 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_mLdQazWcMo
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C.  Keberlanjutan Aksi Perubahan 

1. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Menengah 

Tujuan Jangka Menengah (Outcome) untuk kurun waktu sampai 

dengan akhir tahun 2024: 

a). Mengukur kompetensi ASN dalam berbagai aspek pekerjaan dan 

kolaborasi tim. 

b). Meningkatkan kepuasan dan motivasi ASN dengan memberikan umpan 

balik yang komprehensif. 

c). Meningkatkan produktivitas dan efisiensi ASN secara keseluruhan. 

d). Memotivasi ASN untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan 

yang relevan. 

e). Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh ASN. 

f). Membangun budaya kerja yang inklusif dan berorientasi pada prestasi. 

g). Mengidentifikasi ASN yang berpotensi untuk promosi dan pengembangan 

karir. 

h). Mempunyai data base Penilaian Kinerja sebagai dasar Pola Karir pegawai. 

2. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Panjang 

Tujuan Jangka Panjang (Impact) untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun: 

f) Menciptakan sistem penilaian kinerja ASN yang efektif dan berkelanjutan. 

g) Memperkuat integritas dan etika kerja ASN. 

h) Meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

pemerintah. 

i) Mendorong inovasi dan pembaruan di dalam administrasi publik. 

j) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan manajemen di lingkungan 

pemerintah. 

Selain untuk keberlanjutan aksi perubahan ini, akan dituangkan 

pula dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dari project leader, dimana 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah target yang harus dicapai oleh 

seorang pegawai dalam kurun waktu tertentu yang penilaiannya bersifat 

nyata serta dapat diukur, yang telah disepakati antara pegawai dan 

atasannya. Adapun rincian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 38. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 
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